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ABSTRAK 

 

Pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba merupakan proses untuk menyediakan 

kebutuhan alat tes urine di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP). 

Untuk itu perlu diadakan proses perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba 

dengan melakukan pengadaan barang/jasa oleh PT Sarana Karya Medika selaku penyedia 

Barang. Sehubung dengan hal diatas, peneliti melakukan penelitian dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Sumatera Barat dengan rumusan permasalahan yaitu : 1) Bagaimana proses pengadaan 

dalam pelaksanaan perjanjain pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Sarana Karya Medika. 2) Bagaimana 

pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan 

Narkotika Nasional dan PT Sarana Karya Medika. 3) Apa kendala yang dihadapi pada 

pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan 

Narkotika Nasional dan PT Sarana Karya Medika. Metode penelitian didalam penelitian 

ini ialah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu dengan melihat langsung fakta yang 

ada dilapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada proses pengadaan 

alat tes urine narkoba ini masih ada beberapa proses pengadaan barang/jasa yang tidak 

sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan masih 

menggunakan Perpres No.54 Tahun 2010. 2) Pelaksanaan perjanjian dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah yaitu pelaksanaan pekerjaan yaitu pengadaan alat tes urine 

narkoba dilaksanakan selama 15 hari kalender, mulai berlaku sejak tanggal 01 April 

2020, dengan nilai kontrak yaitu Rp.15.680.000,00,- dengan menggunakan metode 

Pengadaan Langsung. 3) Kendala yuridis yaitu BNNP masih menggunakan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010, karena Perpres terebut telah resmi dicabut dan tidak 

berlaku sejak 1 Juli 2018 dan digantikan dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 

dan kendala teknis yaitu kurangnya wawasan serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pengadaan barang/jasa. 
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